SALINAN

BUPATI PRINGSEWU

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PRINGSEWU
NOMOR s+ TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR BELANJA PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWLU

Menimbang

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2018
DENGAN RAHMAT TUHAN YANC MAIIA EGA

BUPATI PRINGSEWL,

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggsran
2018 agar dapset berelan tertib, teratur, efeldf,
efisien, transparan dan bertanggungiawab, dipandang
perlu untuk menvasun standar belanjs  sebagai
pedoman bagn pelaksana kegiatan yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Delanja Dacrah
Kabupaten Pringsewn;

b. bahwa berdasarkan perimbangan sebagaimana
dimaksud dzalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Standar Belanja Pemerintah
Kabupaten Pringsewu Tahun Anggaran 2018;

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisime {Lembaran Negara
REepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor 73,
Tambahan Lembaran Megara Republik Indonesia
Nomor 3851):

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tenteng
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara |[Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomeor 15 Tehun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahum 2004 Nomor 66, Tam
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



10,

11.

12.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan  Pembangunan  Nasional
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421}

Undang-Undang Nuwmwwr 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Pringsewn di Provinsi
Lampung ({Lembaran Negara Republix Indonesia
Tahun 2008 Nomor 185, Tamhahan Lernbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4932);

Undang-tIndang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tammbaitan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentulan Peraturan Perundang undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234];

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoncasia Tahun 2014 Nomor 244, Tambalian
Lembaran Negara Repuhlik Indonesia Nomor 558%)
sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(lLembaran Negarm Republik Indenesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturarn Pemerintah Nomor 109 Tghun 2000
tentang Kedudukan Keusngan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nemor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwaldlan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia
Nomor 4416} schagaimana telah diubah beberapa kali
teralthir dengan Peraturan Pemerintah Nomer 21
Taiun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Ne
Repubtik Indonesia Nomor 4712);
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Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layaoan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Repuhlik
Indonesia Nomor 4502] sebagaimans telah diuvhah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5340);

Perdturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 WNomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sister Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 133,
Tamlmhban Lembaren Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diuhah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20035 tentang
Pengclolaann Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik I[ndonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemecrintah Nomeor 79 Tehun 2005 tentang
Pedoman Pemhinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Femerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomer 163,
Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia
Momor 4503);

FPeraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangltat Daeranh [Lemberan Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887|;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 2008 HNomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 4
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Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Kepublik indonesia Tahun 2009 Nomor 15,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972} sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5352};

Peraluran Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaren Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 5161};

Feraturan Femerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntanst Pemerintahan |(Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3163);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah berapa kali terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3},

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
schbagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalamn Negen Nomor 21
Tahun 2011 {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomeor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatun dJan Belanja Daerah [(Berita Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 45()
sehagaimana telah diubah beberapakali terakhir
dengen Peraturan Menteri Dalam Negeni Nomor 14
Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 541);

Peraturan Menteri Keuangan Nomaor 113 Tahun 2012
tentang Petjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat
Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
678);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahumn
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
{Berita Negara Republik Indenesia Tabhun 2015 Nnmﬁ
2036);



Menetapkan

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2017 tentang Pedoman Penyusun  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 8235);

30. Peraturan Menteri Keunangan Nomor 49/PMK.02/f
2017 Tahun 2017 tentang Standar Biaya Masulan
Tahun Anggaman 2018 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 533);

31, Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nemor 07
Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah [Lembaran Daerah Kabupaten
Pringsewu Tahun 2010 Nomor Q7);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Pringsewu Nomeor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Fringsewu (Lembaran
Daerah Kabupsaten Pringsewn Tahun 2016 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BELANJA
PEMERINTAH KARUPATEN  PRINGSEWU  TAIIUN
ANGGARAN 2018,

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pringsewu.

2. Pemerintah Daersh adalah Bupati beserta perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah
Dacrah.

3. Bupat adalah Bupati Fringsewu.

4. Orpanisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat ©OPD adalah perangkat daerah pada
Pemerintah BDaerah selaltu pengguna anggaran/
pengguna barang.

5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang
selanjuinya disingkat SKPKD adalal perangkat
dasrah pada Pemerintah Daerah selaku pengpguna

ANgEeTan/pengguna barang, yang juga melak
pengelolaan keuangan dacrah.
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Pemegang Kekuasasn Pengelolaan Keuangan Daerah
adalah Bupati yang karena jabatannya mempunyai
kewenangan menyelenggarakan keseluruhan
pengelolaan keuangan dacrah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya
disingkat PPKD adalah Kecpala Satuan Kerja Pengelola
Keuangan Daerah yang selanjuinya disebut dengan
Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara
amum deerzah.

Bendalara Umum Daerah yang sclanjutnya disinglkat
BUD adelalh: FPKD yang bertindak dalam kapasitas
sebagai bendabara 1mum daerah.

Kuasa Dendahara Umum Daerah yang sclanjutnya
disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diben
kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.

Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah Pejabat
Pemegang Kewenangan  Pengguna  Anggaran/
Penggunea Barang untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsi OPD yang dipimpinnya.

Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang adalah
Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan
schagian Kewenangan Pengguna Anggaran/Pengguna
Barang dalam melaksanakan sebagian tugas dan
fungsi OPD.

Pejabat Penatausahasn Keuangan OPD yang
selanjutnya disebut PFK-OPD adalah Pejabat yang
melalisanalan fungsi Tata Usaha Keuangan pada
QPD.

Pejabat Pelaksans Tekmis Kegiatan yang selamjuimya
disebut PPTK adalah Pejabat pada Unit Kerja OPD
yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dan
suatu program sesuai dengan bldang tugasnya.

Bendahara Penerimaan adalah Pejabat Fungsional
yvang ditunjuk uniuk menerima, menyimpan,
menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungiawabkan uang pendapatan daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.

Bendahara Pengelusran adalah Pejabat Fungsicnal
yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan,
menaausahakan dan  mempertanggungjawabkan
uang uniuk keperluan bhelanja daerah dalam rangks
pelaksanaan APBE pada QP

Program adalsh penjabaran kebijjakan OFD dalam
bentuk upaya yang berisi satu atan lebih kegiatan
dengan menggunakan sumber daya yang disediakan
untuk mencapai hasil yang terukur sesuei den
misi OPD.



17.Kegiatan adalah bagian dari program vang
dilaksanekan oleh satu atau Iebih unit kerja pada
OPD sebagai bagian dan pencapaian sasaran terukur
pada suata program dan terdiri darn sekumpulan
Hndakan pengerahan sumber daya baik yang berupsa
personil (sumber daya manusia), barang modal
termasuk péralatan dan tcknologi, dana amau
kombinasi dan beberapa alau semua jenis sumber
daya tersebut sebagai masukan (inpud untuk
menghasitkan keluaran ([(ouwtpufl dalam bentuk

barang/jasa.

18. Pendapatan Deeral adalah hak Pemerintah Daerah
yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

19, Pengeluaran Daerah adalah kewsgjiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
hersih,

20. Pemnbiayaan Daerah adalah semia penerimaan yang
perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang
aksn diterima kemball, balk pada tehun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tshun-tahun
anggaran berikutnva.

Fasal 2

Standar Belanja merupaksn acuan tertinggi belanja
kegiatan vyang bersumber dari APBD Kabupaten
Pringsaewuy,

Pagal 3

Standar Belanja digunakan sebagai Pedoman bagi
Orgamisusi  Perangkat Daerah (OPD) di  lingkungan
Pemerintah Kabupaten Pringzewu dalam menyusun
Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat
Daerah [RKA-OPD] dan pelaksaaan Kegiatan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Organisasi Perangkat
Daerah (DPA-OPD).

Pasal 4

Terhadap usulan biaya kegiatan yung belum diatur dalam
Peraturan Bupati ini, tetapi diperlulcan oleh ORD/Unit
Kerja dilingkungsn Pemerintah Daerah Kabupaten
Pringsewu harus melalui Kajian dan Analisa dad Tim
Anggararn Pemerintah Daerah (TAPD) yang
perhitungannya dilakukan secara proporsional dan dapat
dipertanggungjawabkan dengan menganut prinsip efisien,
efektif, berssing, transparan, alkuntabel d

mencanturnkan besaran biaya yang diberikan. W




Pazal 5

Dengan ditetapkannya Standar Belanja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2, maka segals sesuatu yang
mengakibatkan beban pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu harus mengacu
pada Standar Belanja dimaksud.

Pasal 6

Standar Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
secara Fined tercaniuim dalam Lampirarn vang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Fasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
dinndangian.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan

pengundangan  Peraturan Bupan ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daersh  Kabupaten

Pringsewu.
Ditetapkan di Pringsewu
pada tanggal 4 aroner 207
BUFATI] PRINGSEWL,
dto
SUJADI
Diundangkan di Pringsewu

pada tangeal 2% friober 2077
SEKRETARIS DAERAH KASUPATEN PRINGSEW1,

dto
A. BUDIMAN PM

BERITA DAERAH KARIJPATEN PRINGSEWL TAHUN 2017 NOMOR 23

Sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Bina dan Fasilitasi Produk Hukum
Sekretariat Daerah Kabupgten Pringsewu,




LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI FRINGSEWU

NOMOR oA
TAHUN anig
STANDAR BELANJA

PEMERINTAH KABUPATEN FRINGSEWU
TAHUN ANGGARAN 2015

. Henoranum Pengelola Kevangan, Barang dan Kegiatan

a Pengelola Angparan/Barang pada OPD

1. Pengguna Angparan/Pengguna Barang mendapat honorarium menurut jumlah pagu
anggaran OPDr dengan rincian sebagai berikut:

No Pengpum Anggaran Satuan Biaya
1 | Pagu anggaran </d 500 juta O/B_[Rp.  700.000
2 | Pagu anggaran distas 500 juta #/d 1 Milyar OB |Rp. 800.000
3 | Pagu anggaran diats 1 Milyar s/d 2,5 Milyar O/B |Rp. 900.000
4 | Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s'd 5 Milyas OB [Rp. 1.000.000
5 | Pagu anggaran diatas 5 Milyar /d 10 Milyar O/B |Rp. 1150000
6 i Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Mllyar O/B_[Rp. 1.300.000
7 | Pagu anggaran diatas 50 Milyar O/B |Rp. 1.500.000

2. Kussa Penggunz Anggamn/Barang inendapat honorarium menrnt jumleh pagu
anggaran dengen rincian sebagai berikut:

No Kuasa Penigpuna Angparan/Barang satuan Biaya
1 | Pagu anggaran vd 500 juta O/B |Rp 400000
2| Pagu anggaran diatas 500 juta /d I Milyer O/B |[Rp. S0C.000
3 | Pagu anggaran diatas | Milyar /d 2,5 Milyar OB | Rp.  600.000
| 4 | Pagu anggaran diams 2,5 Milyar sid 5 Mityar OB |Rp. 700000
5 | Pagu anggaran diatss 5 Milyar w/d 10 Milyar O/B |Rp.  800.000
6 | Pagu anggaran diatas 10 Milyer d 50 Milyar | O/B | Rp.  900.000
"7 | Pagu anggaran diatas 50 Milysr OB |Rp. 1.000.000

3. Pejabat Penatavsehaan Kenanzan-OPD mendapat honorarium menunst jumlah pagu
anggaran dengan rincian sebagai berikut;

No Pejabar Penatansahaan Keuangat Satuan Biaya

1 | Pagu anggaran s/d 500 jula O/B Rp. 400.000
2 | Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar o/B | Rp. 500.000
3 | Pagy anggoran distas | Milywr ¥d2,5Milyar | O/B | Rp.  550.000
4 | Pagu anggaran diatas 2.5 Milyar sid SMilyar | O/B | Rp.  600.000
5 | Pagu anggaran diatas 5 Milyar &/d 10 Milyar OB |[Rp 650000
6 | Pagn anggaman diatas 10 Milyar /d 50 Milyar O/B | Rp. 700.000 |
7 | Pagn anggaran diatas 50 Milyar OMR | Rp




4, Pgjabat Pembuat Komitmen mendapat honorarium menurut jumlsh pagu angearan
yung menjadi angpung jawab yang bersangkutan dengan nincian sebagai berikut:

No Pejabat Pembuat Komiimen Satuan Biaya

1 [ Pagn anggaran s/d 500 juta OB |Rp. 750000
2 | Pagu anggaran diams 500 jutas/d | Milyar | O/B |Rp. 1.000.000
3 | Pagu anggaran diatas 1 Mityar s/d 2,5 Milyar OB [Kp. 1.250.000
4| Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar s'd 5 Milyar OB |Rp. 1.500.000
5 | Pagn anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar OB |Rp. 1750000
6 | Pagu ungparan deatas 10 Milyar s/d 50 Milyar O/B |Rp. 2.000.000
7 | Pagu anggaran distas 50 Milyar O/B |Rp. 2250.000

5. Pejabat Pelaksana Tekmis Kepiatan mendapal honorariom menurut junlah selurub
pagu anggaran kegiatan yang menjadi tanggung jawab yang bersangkutan dengan

rincian sebagai berikut:
| No Pejabat Pelaksana Tekuis Kegiatan Saman| Biaya
- "1 | Pagu anggaran /d 500 juta O/B |Rp  300.000
2 | Pagu anggaran diatas 500 jutas/d 1 Milyar OB |[Rp. 350000
3 | Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar O/B |Rp.  450.000
"4 | Pagy anggaran diatas 10 Milyar s/d 50 Milyar OB [Rp. 550.000
5 | Paguarggaran diatas 50 Milyar OB |Rp  650.000
6. Tenaga Tekniz Lapangan Pekerjpan mendapat honorarium menurot jumlah pagu
anggaran dengan rincian sebagai berikut:
No Tenaga Teknis Lapangan Pekerjasn Satusn Biaya
1 | Pagu angparan s/d 500 juts O/B (Rp  200.000
|2 | Pagu anggaran diawms 500 juta s/d 1 Milyar OR [Rp  250.000
3 | Pagn anggaran diams | Milyar s/d 2,5 Milyar OB |Rp. 300.000 |
4 | Pagu angparan diatas 2,5 Milyar vd SMilywr | O/B |Rp.__ 350.000
4 | Pag anggaran diatas 5 Milyer /d 10Milyar | O/B |Rp. 400.000
6 | Pagu anggaran diatas 10 Milyarsid S0 Milyar | O/B |Rp. _ 450.000
7| Paga anggaran diatas 50 Milyar O/B_|Rp.  500.000

7. Bendahara Penerimaan ata Bendshara Pengeluaran mendapat honorarium menurot

jumlah pagu anggaran dengan rincian schagal berikut:
a. Bendabara Pengeluaran

No Bendahara Pengeluaran Satuan| Bizya
1 | Pagu anggaran s/d SO0 nia OB | Rp. 300000
2 | 'agn anggaran diatas 500 juta s/d | Milyar O/E | Rp. 400.000
3 | Pagn anggeran diams | Milyar sid 2,5 Milyar OB | Rp. 500.000
4| Pagu anggeran diafas 2,5 Milyar d SMitywr | O/B | Rp. 600.000
"5 | Pagu anggaran diatas 3 Milyar d 10 Milyar om | Rp. 700000
& | Pagu anggeran diatas 10 Milyar a’d 50 Milyer /B | Rp 800.000
7 | Pagu anpgeran diatas 50 Milbyar O/B Rp. 900.000 |
[ ¢ | Bendaharz Pergeluaran SKPKD diatas 100 Milyag O/B | Rp. 1

1.500.0004



b. Bendahara Penerimaan

Na Bendzhara Penerimaan - Satuan Biaya
1 |Paguanggaransid500juts OB |Rp. 300.000
2 | Pagn anggaran diatas 500 juta /d 1 Milyar OB {Rp. 400.000
3 | Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar O/B |Rp. 450.000
4 | Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar <'d 5 Milyar O/B | Rp.  500.000
| 5 | Pagu anggaran diams 5 Milyar s/d 10 Milyar OB |Rp.  600.000
6 | Pagu anggaran diatas 10 Malyer s/d 50 Milyar /B | Rp.  700.000
7 | Pagu anggaran diatas 50 Milyar O/B | Rp.  800.000

8. Bendahara Pencrimaan Pembantu atau Boendzhara Pengsluaran Pombantu mendapat
honorarium menurut jumlah pagu anpgaran dengan rincian sehagai berikut

a. Bendahzra Pengeluaran Pembanty

No Bendahara Pengeduaran Pembantu Satuan Biaya
1 | Pugu angeamn s/d 500 jula O/B | Rp  200.000
2 | Pagu anggacan diatas 500 juta s/d 1 Milyar OB | Rp _3{1{}{!04}
3 | Pagn angparan diatas | Milyar /d 2,5 Milyar | O/B | Rp. 350.000
4 { Pagu anggaran diats 3,5 Milyar &/d 5 Milyar OB |Rp. 400.000
"5 | Pagu anggaran dietas 5 Milyar s/d 10 Milyar O/B |Rp. 450.000
6 | Pagu anggaran diatas 10 Milyar &/d 50 Milyar OB |Rp 500000
7 | Pagn anggaran diatas 50 Milyar OB | Rp 600.000
b. Bendahara Penerimaan Pembantu
No Bendahara Pererimaan Pembantu Satuan Biaya
1 | Pagn anggaran s/d 300 juta O/B | Rp.  200.000
2 | Pagu anggaran diatas 500 juta s/d 1 Milyar O/B | Rp.  250.000
3 | Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar OB | Rp 300,000 |
4 | Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar 'd 5 Milyar O/B | Rp. 350.000
5 | Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 10 Milyar OB | Rp.  400.0006
6 | Pagu anggaran diatas 10 Milyvar s/d 50 Milyar OB | Rp. 450.600
7 | Pagu anggaran diatas 50 Mikvar O/B { Rp.  500.000

9. Pembamu Bendahara Penerimasn/Bendahara Pengelwaran mendapat honorarivm
memurut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

a. Pembantu Bendahara Pengeluaran

No Pembantu Bendahars Pengeluaran Satyan Biaya

1 | Pagu angparan s/d 500 juta /B | Rp. 200.000

2 | Pagu anggaman diats 500 juta s/d 1 Milyar /B | Rp. 230.000
3 | Pagu anggaran diatas 1 Milyar s/d 2,5 Milyar /B | Rp. 300.000
© 4 | Pagu angpman diatas 2,5 Milyar »d 5 Milyas OB | Rp.  350.000
- 5 | Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Milyar O/B | Rp. 400.000

6 { Pagu anggaran diatas 10 Milyar s/'d 50 Milyar /B | Rp. 450.000

7 | Pagw anggaran diatas 50 Milyar Q/B | Rp.

S5060_00% {



b, Pcmbanru Bcnc’ﬂlm Penenmaan

Nn thamu Bendal'nra Penemnaan Satuan Biava

1 | Pagu anggaran &/d 500 juta OB | Rp 150,000
2 | Pagm anpgaran distae 500 jurta 2/d 1 Milyar OB | Rp 200000
3 | Pagu anggaran diatas 1 Milyar 8/d 2,5 Milyar OB |Rp. 250.000
4 | Pagu anggaran diatas 2,5 Milyar a'd 5 Milyar OB | Rp 300.000
5 | Pagu anggaran diatas 5 Milyar s/d 10 Mityar O/B | Rp. 350000
6 | Pagu anggaran diatas 10 Milysr s/d 50 Milyar OB | Rp 400.000
7 | Pagu anggamn diatas 30 Milyar /B | Rp.  450.000

10. Pengurus Barang Pengzuna dan Pembantu Pengurus Barang Pengguna, serta
Pengurus Barang Pembantu di Kuasa Pengpuna pada OPD mendapat honoranum
menrut jumlah pagu anggaran dengan rincian sebagai berikut:

a. Penguns Barang Penggunz dan Pembanin Pengurus Bamng Pengguna

Mo Pengurus Barang Satuan Biaya
1 [Pengurus Barang Pengguna Dinas Pendidikan, OB Rp. 750000
Drinas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umwm dan
Ferumahan Rakyat, Sekretariat Dazgrah
. 2 |Pengurus Barang Pengguma OPD selam | OB | Rp. 300.000
: sebagaimans tersebut pada angka 1
3 |Pembanm Pengurus Barang Pengguna Dinas | OB | Rp. 300.000
Fendidikan, Dhnas Kesehatan Dinas Pekerjaan
Umm dan Perumahan Rakyat, Sekretariat
Daerah
4 |Pembanm Pengums Bamng Pengguna OPD | OB | Bp. 200000
sclain sebagaimana tersebut pada anghka 3
b. Pengurus Barang Pembantu di Kuasa Pengguna
No Penyimpan Barang Sanmn Biaya
Pengurus Barang Pernbunta di RSUD OB Bp. 750000
2 |Pengurus Barang Pembantu di UPT Instalasi | OB | Rp. 500.0{0
Farmaci Dinkeg
3 |Pengurus Barang Pembantu d&i SMFM, Puskeg, | OB | Rp. 200004
UPTD
4 |Pengurus Barang Pembantu di SDN, Pustu dan | OB | Rp.  150.000
Kelurahan
b. Bclanja Operasional, Tambahan Penghasilan, Honor Pelaksana Kegintan
No Uaian Sauan | @ Biaya |
; S 3 y
1 | Operasional Kepala Dacrahv'Wakil Kepela Dacrah ]
| a. Bupali ~ T Rp. 225.000.000
b. Wakil Bupati OfF

Rp. 175,000,000 ]
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a. Tambahan Penghasilan ASN Berdasarkan Beban Ketja
Pejabat Stryktyral |
1. Sekretaris Daerah /B |Rp 15.000.000
2. Asisten e e oo OB | Rp. 12,500,000 |
3. Staf Ahli Bupati O/B " | Rp. 10.060.000
4. Kepata Badan/Kepsla Dinas/SekwaryInspektur O/B_ | Rp. 6.500.000
5. Kepala Kantor/Kepala BagianDirektr RSUD/ |  O/B | Rp. 3.500.000
| Sckaclans BPKAD, Bappeda, Bapenda, Inspekiomt
6. Sekretaris KPU, Camat, Sekretaris Korpri, Ithan O/B | Rp. 3.000.000
Inspektorat, Kabid BPKAD. Kabid Bappeda dan
Kabid Bapenda ..
7. Sekretans Badan/Dinas/Instansi Lainnya OB [ Rp. 2.500.000]
8. Kabid pada Badan/iainas/Instansi Laintya, Sekeam | /B | Rp. 1.500.000
9. Kasubbrug/Kasubid puls BPKAD, Baponda dan | OB | Rp. 1.500.000
Bappeda, Kepala UPT pada Bapenda dan Kasubbag
pada Inspektorat N
10. Kasubbeg Protokol pada Sekretsriat Daerah, O/B | Rp. 1.250.000
Sekretariat [DPK1) dan Lurah
| 11. Kasubbeg pud Schrclrial Doerah dan Sekretarial | O/B | Rp. 1.000.000
DPRD
12. Kasi / Kasubbag / Kasubbid / Kasi Kecamatan, O/B [ Rp. 750.000
Kepala UPT Lainnya
13. Ajudan Bypati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD OB | Rp.  750.000
14. Sekretaris Kelyrahan dan Kasubbag TU UFT pads OB | Rp. 600000
Bapendas
15. Kaur Kelurzhar/Kasubbag Kecamatan/Korpri /B Rp.  500.000 |
b. Tambahan Penghacilan Berdasarkan Beban Kerjz
Pejabat Fungsional Ayditor/P2UFD |
1. Auditot / JF-PZUPD Madya OB i Rp. 4.000.000
- 2. Auditor / JF-P2UPD Muda O/B | Rp. 3.000.000
3. Auditor/ JF-P2UPD Pertama OB | Rp. 2.000.000
Hongearium HFejabat Pengelola Keusngan Daerah
a. Koondinator Pengelola Kcuangan Dacrah o/B | Rp. 17.500.000
| b. Pejebat Pengelola Kenangan Daerah/BUD O/B Rp. 15.006.000
c KusaBIID oM [ Rp & 500000
d. Kuasa BUD (Eselon [V) O/B_ | Rp. 6.000.000
e. Staf Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Eselon 1V) O/B | Rp. 4.500.000
£, Staf Pengelola Keuangan Daerah (ASN) O/B | Rp. 2.000.000
g Staf Pengelola Kenangan Daerah { Non ASN) /B | Rp. 1.000.000
Tambahan Penghasilan Berdasarkan beban kerja Non ASN |
a. Uang piket Pol PP dan Pemgas Damkar dan | O/K | Rp  30.000
Penanggulangsn Bencana (hanya diberikan untuk yang
__melaksanakan piket)
b. Uang makan Pol PP, Damkar Penanggulangan Bencana OB | Rp 450000
dan Petugas Pengendalian Operasional

«
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5 | Tambshan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi
a. Penguji Kerndaruan Bermotor /B | Rp. 1.000.000
b. Anelisis Kepogawaiae oM | Rp. 750.000
¢ | Tunjanpun Resikeo Tingg R
a. Petugas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan OB Rp. 540,000
Bencana ]
b. Teknisi Kelistnikan O/B Rp.  500.000
7 | Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Dasrah e
‘a. Ketna O/B | Rp. 4000000
b. Wakil Ketua/ Koordinator OB Rp. 3.500.000
c. Sckretaris T70/B [ Rp. 3.000.000
d. Anggota /B | Rp. 2.000.000
¢. Koordinator Sekretaciat __ ‘O/B | Rp. 3.000.000
f Anggota Sekretariat o O/B | Rp. 1.000.000
8 | [fenor Tim Verifikasi Pengelolaan Hibsh dan Bansos b
a. Pengarah/Pembina O/B | Rp. 750.000
b. Penasehat/Penangoungjavab /B Rp.  750.000
c. Ketua OB __|Rp.  700.000
d. Wakil Ketua OB [Rp.  700.000
¢. Sekretaris “ O/B  |Rp.  600.000
f Anggota OB [Rp.  500.000
9 | Honor Tim Sinkronisasi Program Pembangunan Daerah
a. Koordinator Dacrzh OB [ Rp. 2.500.000
b. Wakil Koordinator /B Rp. 2.000.000
c. Kelua B " O/B Rp. 2.000.000
d. Sekretaris O/B | Rp. 1.750.000
e. Koordinator Pelaksana OB | Rp. 1.500.000
f. Pelaksana . 0/B Rp. 1.250.000
g Staf ASN O/B_ | Rp. 1.000.000
h. Staf Non ASN OB [Rp. 300.000
10 | Honorarium Tim Penyusunan LKPD, LKP) dan LKD B
a. Ketua O/B | Rp. 2.000.000
b. Wakil Ketua / Koordinator /B Rp. 1.500.00)
‘¢. Sekretaris ) OB | Rp. 1.250.000
d_ Anggota B OB | Rp. 1.000.000
e. Koordinstor Sekretariat T /B | Rp. 1.250.000
f Anggota Sekretariat B /B | Rp. 750000
11 | Honorarium Tim Review LKPD, LKPJ, LAKIP dan APBD ]
a. Ketua O/K | Rp. 3.000.000
b. Wakil Ketua/Koordinator O/K  [Rp. 2.500.000
¢. Sekretaris 0K | Rp. 2.000.000
d. Anggota B OK | Rp. 1.500.000
12 1 a. Honor FPengelcia Kegiatan Pimpinan Diacrat, Peliputan
dan Dokumentzei
1 Kabag Humas dan Protokol /B Rp. 2.000

ki
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2. Eselon IV pada Bagian Humas dan Protokol O/B Rp. 1.500.000
3. Sl ASN /B Kp. 1.000.000
4. Staf Non ASN S O/B Rp. 750.000
b. Honor Pengelola Kegiatan Pimpinan Dacrah _
1. Pembina O/K__ [Rp._ 400000
2. Pengarah - O/K | Rp. 350.000
3. Ketua L O/K Rp.  250.000
4 Anggota . OK |Rp. 175.000
¢. Honorarium Pengamanan dan Penrgawalan Pejabat OB Rp. 1.800.000
13 | Honor Tim Penyusunan dan Penjelasan Peraturan Dagrah
a. Koordinator /Maskah | Rp. 2.000.000
b. Sekretaris /Naskah | Kp.  1.5300.000)
c. Anggota /Naskzah | Rp  1.000.040
d. Koordinator Sekretariat Meskah | Ep.  1.000.0800
e. Anggota Sckretariat /Nesksh | Rp. 750 000
14 | Honor Tim Penanganan Peskara Litigagi dan Non Litigasi
a. Koordinatar /Perkara | Rp. 1.500.000
b. Sekretaris /Perkara | Rp. 1.250.000
c. Anggota /Perkara | Rp. 1.000.000
d. Staf Sekretariat /Perkara | Rp.  500.000
15 | Honor Tim Asistensi Pexyusun dan Penjelasan Peraturan
Bupati
a. Ketun /Naskah | Rp. 1.500.000
b. Sekretaris /MNackah | Rp. 1.250.000
c. Anggota /Naskah | Rp. 1.000.00{)
d. Koordinator Sckretariat /Naskah | Rp. 1.000.000
e. Staf Sekretariat fNaskah | Rp.  500.000
16 | Honor Tim Kajian Hukwn Pemerintah Kabupaten
a. Penzarah /Kajian | Rp.  1.230.000
b. Ketua fKajian | Rp. 1.200.000
¢ Sekretans fKajian | Rp. 1.150.060
d Anggota MKajian | Rp. 1.100.000
e. Sekretariat {Kajian | Rp. 400.000
17 { Honor Tim Pengelola JDIH
a. Ketua O/B Rp. 1.000.060
b. Sekretaris O/B Rp.  750.000
c. Pokja Unit Pengembangan Web JDIH OB Rp. 600.000
d. Pokja Unit Dokumentasi dan Liternsi Prodyk Hukwn OB | Rp. 600.000
£. Anggota OB Rp SO0 0D
18 | Hotor Tim Teknis Perumusan Perjanjian Kerja Sama
8. Ketuz /Naskeh : Rp.  750.000
b. Sckretaris o _ /Maskah | Rp. 650.000
c. Anggom ] o fNaskah  Rp.  500.000
d. Koordinator Sckretariot i /MNaskah  Rp 00000
e. Anggota Sekretariat MNaskah ' Rp.  300.000 ﬂ
A
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191 Honor Komunitas Intelijen Dacrah
a. Dewan Pembina
1. Ketua O/B  |Rp 1.500.000
2. Anggota /B Rp 1000000
b. Dewan Pengurus
I. Ketua O/B Rp. 750.000
2. Sekretaris /B Rp. 500.000
3. Anggols O/B  Rp. 400.000
c. Sekretanat
Staf Sekretariat OR Rp. 200000
20 | a. Honor Tim Saber Pungli o
1 Pembina ) O/B | Rp. 700,000
2 Keta _ OB Rp._ 650.000
3. Wakil Ketua ] /B |Rp. 600.000
4. Ketua Pokja ] OB Rp.  550.000
_ 3. Anggota Pokja /B Rp. 300.000
| b. Sekretariat Saber Pungli _
1. Sekretaris OB |Rp. 550000
2. Anggota B B |Rp  500.000
21 | a. Honor Tim Intensmfikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan
Dacrah
i. Ketn OB |Rp. 2.000.000
2. Wakil O/B Rp. 1.500.000
3. Sekwetaris /B Rp. 1.250.000
4. Anggota O/B Rp. L0O00000
b. Sckretariat Tim
[. Ketua OB |Rp.  750.000
7. Anggota OB |Rp. 500.000
23 | Jaza Tenagn Ahli / Ingtruktur / Narasumber Tongajar /
Penceramsh / Pemberi Materi Diklat / Bimtek / Kursus/
Seminer awu Kegiatan Lainnya (Pusat & Provinsi) yang
ditetapkan atas dasar 5K Bupati
a. Esclon [/Pggabet Negany' Dusen Tame/yang disctarakan O/ Rp. 1.2060.000
b. Eselon [I/Guru Besar/ Dosen Tamuw/yang disctarakan 0/ Rp. L0OOD.OC0
c. Bselon I/ Dosen Tamw/yang disetarakan O |Rp.  800.000
d Eselon TV kebawsh/ Tosen Taminfyangdisetarakan 0/ Rp. 600,000
¢. Penweramah Agama O/K Rp. 5.000.000
f Moderator Ofmateri { Rp.  200.000
g MCdan Do’a /K Rp. 200.000
23 | Jasa Tenaga Ahli / Instruktur / Narasumber Pengajar /
Penceramah / Pemberi Materi Diklat / Bimtek / Kyrsus/
Scminar atau Kcgiatan Lainnya (Dacrah) vang ditctapkan
atas dasar SK Penpguna Anggaran
a. Pengajar/Nacasumber
|. Eselon [/Dosen Tamm/yang disetaralian 0P Rp.  500.000
2. Es¢lon MDwosen Tamu/vang disetarakan P Rp.  405.000
3. Eselen IV kebawah/Dosen | mmu'yang disetarakan O/JP Rp

3{10{)(}04
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b. Penceramah Agama oK Rp. 2.000.000
c. Moderaor O/Materi | Rp.  100.000
d. Instruktur O/IP Rp. 100.000
¢. MC dan Dirijen O/K |Rp.  100.000
1. Biays Pembuaten Mater O/Matent | Rp. 250,000
g PenmarPengajos
1. Penatar/Pengajar Gol [V o1) Rp. 350.000
2. Pematur/Penggjar Gol ITT o4 | Rp. 300000
h. Pelatih Paskibraka 0T Rp. 100,000
24 | Tim Penilai / furs / Wagit / Dewan Hakim kegiatan Lomba
dan kepiatan sejenisnya
a. Ketua 047 Rp. 75.000
b. Sekretaris 04 Rp. &0_000
c. Anggoma ) Kp. 30.000
25 | Insentif Tenaga Keagamaan
© | 4. Insennf Marbad T Kp. 1.000.000
b. Rohaniawan QT Rp. 1.000.000
¢. Gumu Ngaji oT Rp. 1.000.000
d. PPN/Penghulu T Rp. 1000 000
26 | Honomarinm Tenaga Teknis Terlatih
a. Tim Pakar Fraksi DPRD Kabupaten Pringsewu O/B Rp 2275000
b. Tenaga Ahli Komisi DPRD Kabupaten Pringsewu O/B Rp. 2.275.000
c. Personil Korsik O/B Rp.  200.060
27 | Honor Tenaga Teknis Lainnya
a. Kader Posyandun OB Rp 35.000
b. Penjage Stand O/H  [Rp 100,000
¢ Peiugas P3K K Rp. 100. 000
28 { Hiovrarium Tim Koondings: Pelaksapaan Penegzkan
Peraturan Draerah
a. Ketoa O/K Rp.  150.000
b. Wakil Ketua O/K Rp. 100.000
¢. Anggom oK Rp.  100.000
29 | Honorarium Tim Koordinasi Pelaksana Pengamanan dan
Kamtibmas pada Kecamatan
a. Uspika (Camal, Denrumil dun Kapolsek ) /B Rp. 1.000.000
b. Kasi Tibum Kecamaton O/B Rp. 700.000
¢. Bahinzs/Rabinkamtibmas O/B Rp 250.000
10 | Honoranum Ciperator/Admin/Pengeiola Advis
a. Operator Mesin Porporasi OPDy dan SKRD OB Rp. 250000
b. Admin RUP, TEPRA, LRFK O/B Rp. 150.000
¢. Operator Komputer pada Dinas/Badan/Kantor/ Satker O/B Rp. 200.000
(1 Orang)
d. Koctdinator dan Operator Komputer Gaji (SIM Gaji), /B Rp. 300,000

Administrasi Pajak (DTH/RTH), Koordinator dan
Administrasi/Operator  SPD, Administrater SIMDA
pada BPKAD, Cperator SIMKEDES, Pengelola Advis,
Operawn Consul PBB/ BFHTB, Admin Omspan
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&, Operator Komputer Pematassahaan Keuangan pada O/B Rp.  200.000
Satman Ketja Pengetola Keuangan Dacrah {SKPKDY
f. Operator Komputer SIMDA-SKPD (Perencanaan dan OB Rp. 200,000
Pematausahaan Keuangan 2 Orang)
31 | Honorarium Nom ASN / Tenaga Kontrak SE Bupsii
a Petugas Kebersihan O/B Rp. 1.250.000
b. Tenaga Pengoperasional alat berat/pengemudi OB Rp. 1.250.000
¢. Pemaga Kartor OB Rp. 1.250.000
d. Pol-PF OB | Rp. 1.250.000
¢. Tenaga Pengoperasional SIAK/E-KTP/Pajak O/B Rp. 1.250.000
f. Pengamanan Kehutnnn(PAMHUT) OB Rp. 1.250.000
g Satgas Damkar dan Penanggulangan Bencana OB | Rp. 1.250.000
b. Penjaga Pintu Air/Bendungan OB Rp. 1.250.000
32} Homor Majelis dan Sekretariat Majelis Pertirabangan
Tuntutan Perhendahiraan dan Tuntutan Ganti Rugi (MP-
TPGR) Keuangan dan Barang Daerah Kabupaten
Pringsewy
a. Pembina OB | Rp. 1.000.000
b. Ketua /B Rp.  8(0.00)
¢. Wakil Ketua O/B Rp. 750.000
d. Sckretans O/B Rp. 700.000
e. Anggom /B | Rp. 600.000
f. Ketua Sekretanat /B Rp. H0.000
g. Tim Tekmnis Sekretariat (¥R Rp  &00.000
h. Anggota Sekretaniat /B Rp. 500.000
33 | Honorarium Pemugjang Pengembangan !/ Penelitian |
Perekayasaan
a. Keiua Peneliti OB Rp. 250.000
b. Koordinator Penclet /B Rp. 200,000
¢. Sekretarist Peneliti /B [Rp 150000
d. Pengolahan Pxaia Penelitian | Rp.  1.500.000
€. Petugas Survey Responden | Rp. 8.000
f. Petugas Lapangan O/H Rp. 50.000
g Pumbuit Jumal Kelithangan Jumal | Rp.  200.000
34 | Honorarium Tenags Medis dan Paramedis sebagai
Pepgavwai Tidak TetapPTT
a [Dokter PTT /B Rp. 2500000
b. Perawat PTT /B Rp. 1.500.000
¢. Bidan PTT O/B Rp.  1.500.000
d. Tenaga Keschatan Lainnyz 0/B Rp. 1.000.000
e. Intersip Dokter PIT O/B  [Rp.  500.000
35 | Honor Pengelola Obat/Vaksin
a. Fengelola Obat Instalasi Farmasi 1igas /B Rp. 250040
b. Pengelola Obal Gulang Puskesmas OB Rp. 200.000
c. Pengelola Vaksin Dinas O/B Rp. 100.0400
d Penpelola Valcin Puckesmas /R Rp. T5.000
e. Staf Penpelola Instalasi Farmasi Dinas Non ASN OB Rp.

50.{10{3#
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36 | Hononarium Pengawas Pendidikan
a. Hopoarium Penyawas TK O/B Rp.  300.000
b. Hoocrarium Pengawns SD /B Rp. 300.000
¢. Honoranum Pengawas Rumpun O/ Rp. 300.000
d. Honorarium Pengawas Pendidikan Apama Islam /B Rp.  300.000
¢. Honorarium Pengavwas Pendidikan Masyarakat /B Rp. 300000
37 | Honorarium Non ASN bagi Pendidik dan Non Pendidik
4. Honorarium Pendidik o/ Rp.  150.000
b. Honorariam Non - Pendidik O/B Rp. 150000
38| Hopor Pendamping, Opersior dan Koordinator PKH/
BNPT
a. Pendamping dan Operator PKH/BNPT O/B |Rp. 350.000
b. Tim Kcordinasi PKH/BNP'T :
1. Pengarsh OB Rp. 350.000
2. Ketua OB " Rp. 350,000
3. Sekretaris OB Rp. 350,000
4. Anggota OB Rp. 350000
¢. Koordinator Kahupaten (Korkah) PKH/BPNT /B Rp.  500.000
d. Petugas Keamanan Penyaluran Bantimn PKH/BPNT O/B _ Rp.  200.000
39 | Honor Tagana dan Penjaga Gudang Bufferstnck '
a. Tagana O/B  |Rp.  200.000
b. Penjaga Gudang Bufferstock o/B Rp. 200000
4} | Honor Tenape Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)
dan Pekerja Sosial Masyzrakat {PSM)
a. Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan {TKSK) O/B Hp. 3OO0
b. Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) OB | Rp. 250.000
41| Honor Tim Profesi Lembaga Konsultasi Kesejahieraan
Keluarga {LE3)
a. Pengurus LK3
1. Penanggungjawab /B Rp. 500.000
2. Ketua O/B Rp. 400000
3. Sekretaris OB | Rp 350,000
4. Bendahara /B Rep. 200000
5. Anggota /R |Rp. 2300.000
b. Tim Profesi LK3
I. Pekerja Sosial /B Rp. 400.000
2. Psikolog O/B Rp.  400.000
3. Polisi /B {Rp.  400.000
5. Advokad O/B |[Rp  400.000
5. Tenmaga Konselor /B Rp.  400.000
. Tenapga Keschatan O/B Rp.  400.000
42 | Honor Petugas Pendata PMKS dan PSKS
8. Honor Tenaga Input Duta Base PMES
1. Operator Daa Base PMEKS /B Rp. 200,000
2. Koordinator Wilayzh Kccamaizan O/B Rp. 200000
3. Petupas Pendatsan PMES dan PSKS OB |Rp. 150000
b. Honor Petnpas Venfikasi dan Validas: Pata Kerniskinan OV Rp.
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43 | Honor Pendamping Asistensi  Sosial  Penyandang
Dhzabslitas, Asistenzi  Sosial lamjuwt Usia, KUBLE dan
Pendamping Program K5 (Pusat)
a. Pendamping Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas OB Rp. 200.000
b. Pendamping Asisienst Sosial Lanjut Usia OB Rp. 200.000
c. Pendamping KUBE O/B Rp. 200,000
d. Pendamping Program KS O/B  |Rp. 200.000
44 | Honor Tim Peneliti, Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD)
a. Tenaga Ahli (Praktisi, Akademisi, Pakar, Sejarawan) O/B Rp.  1.500.060
b. Tenaga dan Instansi Laineya O/B Rp. 1.500.000
45 | Honorarium Pengelola Radio Pemerintah Daerah
a. Dewan Pengawas
1. Ketua OB Rp. 750000
2. Wakil Ketua O/B Rp. 650000
3. Anggota O/B Rp. 650.000
b. Dewan Direksi
1. Dircktur Utama OB |Rp. 600.000
2. Dircktur Tekaus OB Rp.  350.000
3. Direktuc Pemberitaan OB |Rp. 550.000
¢. Penmangpungjawab Penyelsnggara Siaran
1. Pelak<ana Program Siaran /R Ep. 500000
2. Pelaksana Pembawa Berita /B Rp. 500.000
3. Pelaksana Teknis Studio Radio /B Rp. 500.000
4. Pelaksana Teknis Pemancar Radie /B Rp. 500.000
5. Pelaksana Teknis Kebersihan /B Rp. 500.000
6. Pelaksana Teknis Kebersihan /B Rp. 500.000

C.

Honoranum Pelaksana Tnit Layanan Pengadazn dan LPSE adalah sebagai berikut:

1

Honoranum Pelaksana Umit Lavanan Pengadaan

No Uraian Satuan Biava
3 Ketua Unit Lavanan Pengadaan O/B Rp. 1.000.000
2 | Sckretaris Unit Layanan Pengadaan O/B Rp.  750.000
3 | Kepala Sub Unit Layanan Pengadazn OB Rp.  500.000
4 | Angpota Sub Unit Lavanan Pengadaan OB |Rp. 350.000
<. Honorartum Pelaksana 1.PSE

No Uratan Satunan Biava

1 [Kepaia LPSE - OB |Rp. 1.000.000
2 | Sekretanis LPSE O/B Rp.  750.000
3 | Kepaks Sub Unit LPSE OB iRp.  500.000
4 [ Anggota SubUnit OB 'Rp. 350000




d Honoranum Pejabat Pengadaan dan Kelompok Kerja ULP adalah sebagai berikut:

No Urasan Satuan Bla}ra
2 3 4
Honorariym Pejabat Pengadaan Barang dan jasa Pemerinteh | O/B | Rp. 400,600
2 | Pagu Pengadaan Bamang/Konstruksi dengan nilai Pagu s.d
200t ] e .
2. Ketm PﬂkjaULF iy RBp. 230.000
b Anggota O Rp. 223000
3 | Pagn Pengadaan Barsng/Konstruksi dengan nilai Pagu
=200 jt 3.4 500 jt L
& Ketua Pokja ULP O/P Rp.  300.060
h. Anggata /P Rp. 275000
4 | Pagu Pengadaan Barang/Konstruksi dengan nilai Pagu
Z500jtsdiM
a Ketua Pokja ULP OF | Rp 350,000
b. Anggota O Rp. 325000
5 | Pagn Pengadaan Barang/Kornstruksi dengan nilai Pagu
>1Msd25M o
a. Keta Pokja ULP ) OF | Rp. 450,000
b. Anggota O/ Rp. 425000
6 | Pagu Pengadsan Barang/Konstruksi dengan nilai Pagu diatas
25 M . e
| a. Ketua Polja ULF /P Rp. 500.000
h. Angpota /P Bp. 475000
7 | Pagu Pengadaan Jasa Konsultansi dengen nilai Pagu s.d¢
S0 juta
| a. Ketuz Pokja ULP OF | Rp. 200.000
b. Anggota O/ Rp. 175.000
8 | PapuPengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu> 50 jt
5.8 200 jt B )
a. Ketua Pokja ULF _ o Ep.  300.000
b. Angputa 07] 3 Ep. 275000
9 | Pagu Pengadaan Jasa Konsuliansi dengan nilai  Pagu
> 200 jt 5.d 500 jt o
a. Ketua Pokja ULP O/  Rp.  400.000
h Angpaota O/FP Rp. 375000
10 | Pagu Pengadaan Jaza Konsultansi dengan nilni  Pagu
=>500ptsdI M o
a. KemaPokja ULP ) O/F Rp.  500.000
b. Anggota OP | Rp. 475000
i1 | Pagu Pengadaan Jasa Kunsgl_@mql dengan nilai diatas 1 M
a. Ketua Pokja ULP O/F | Rp. 600,000
b. Anggota O/F




e. Honorarinm Tim/Fejabat Femeniksa/Penertma Hasil Pekerjaan adalah sebagai berikout:

No Uraian Satuan Bizya
I 2 ) 3 7
1 | Honorarium Pejabat Pemeriksa/Penerima Hasil Pekerjaan O/B | Rp. 300.000
2 | PaguPengadasn Barang/Jasa dengzn nilai Rp. 200 jt s.d 500 n
aKep 00000 O/F | Rp. 200.060
b. Sekaetaris O/F | Rp. 175.060
¢. Anggota O/F | Rp. 156.000
3 | PaguPengadaan Barang/Jasa diatas Rp. 500 jits/dRp. 1M |
| 8. Ketua _ | O/F | Rp. 250.000
b. Sekrelaris O/ | Rp. 225.000
¢. Anggota O/ | Rp. 200.000
4 | PaguPengadaan Barang/fasaRp. 1M s/dRp. 25 M L
_a. Ketua ) | O/ | Rp. 300,000
b. Sekretris WP | Rp. 275.000
<. Anggota P Ep. 250.000
5 | PaguPengadasn Barang/Jasa diatas Rp. 2,5M | L
a Ketua | O/P | Rp. 350.000
b. Sekretaris _ O/ | Rp. 300.000
c. Angpota O/P | Rp. 275.000
f. Biaya Paket Pemeriksaan Khusus nspektorat
No [lmian Satuan Biaya
1 | Biaya Paket Pemeriksaan Khusus Paket Rp. 3.000.000
a. Biaya Proses Pengumpulan Dats
b. Biaya Transportasi Tim ke Lokasi ]
| ¢. Uang Lembur Tim
d. Biaya Penyusunan Laporan
g. Honorariym Panitia dun Schrcianial Seleksi Pengisian dan Mutasi JPT Pratama
No Uraizn | Satuan N Biaya

1

a. Honorarium Panitia Seleksi Pengisian JPT Pratama

1. Ketna

OK | Rp. 7000000 |

2. Sekretaris OK | Rp. 6500.000 |
3. Anggota OK Rp. 6.000.000
b. Honorarium Panitia Seleksi Mutasi JPT Pratama ]
1. Ketua _ O/K | Rp. 5.000.000
2. Sekretaris _OK | Rp. 4500000
3. Anggota 0K Rp. 4.000.000

<. Honormrium S&hetanat Fanitia Seleksi Pengisian JPT
Pratama

1. Ketua B OB | Rp. 3000.000 |
2. Sekretaris OB Rp. 2.300.000
3. Anggota OB | Rp. 2000.000

4




h. Honorarium T'im dan Sekretariat Baperjakat

No Uraian Satuan Biaya

1 | a. Honorarium Tim Baperjakat N
1. Ketua OB | Rp.  850.000
2. Sekretanis N OB | Rp  750.000
3. Anggote OB__| Rp_ 650.000

| b._ Honnranum Sekretariat Baperjakat N

I. Kema o OB Rp.  350.000
2. Sekretarts o OB | Rp 300.000 |
3. Anggoia OFH Rp.  200.000

i. Honorarium Pembimbing/Mentor Peserta Diklat

No Uramn matuan Braya
1 | Honorarimn Pembimbing/Mentor Peserta Diklat
a. Llonor Mentor Diklat PIM H OK | Rp. 500000
bh._Hnnor Mentor Diklat PIM HI_ QK| Rp. 400000 |
¢. Honor Menter Diklat PIM IV Ok Rp.  300.000
4. Honor Mentor Prajabatan OK Rp.  250.000
| | a, Honorarium Kegiatan Diklat Prajabatan dan PIM TV
I, Lassion Officer OK Rp. 1.0600.000
2. Evaluasi Penvelenggaraan 0K Rp  1.500 000
j- Uang Lembur
No Urdian Saman Biaya

1 | Uang Lembur (Lembur Maksimal 30 jam kerja/orang
per 1 bulan, maksimal per hari 3 jam)

| & Golongan IV A _.t. Ol Rp. 17000

| b, Golongan I N LA Rp. 15.000

¢ Golongan I L o ] Rp. 12.0¢H}

_d. Golongan I o o O] Rp. 10000

& Non ASN 0yl Rp. Q.04

2. | Uang Makan Lembur sebzsar Rp. 25.000-forg O/K Bp. 25.000

(diberikan kepada semua golongan secara berturut-turut
minimal 3 Jam Lembur dan diberikan maksimal 1 kali
per hart)

N Biaya Pendidihan dan Boesiswa

a Bantuan Biay: Pendidikan bagm Pegawa yang mengkuti Pendidikan dan Pelatihan
Penjenjangan diberikan vang sakn selama pendidikan:

No Uraian Satuan Biaya
1| Belanja Dikat PIM : - N .
a_Diklat Penjenjangan PIM 11 O/K | Rp. 10.000.000 |
b. Diklat Penjenjangan PTM I YK Rp.  5.000.0¢0

c. Dildat Penjenjangan PIM TV o OX | Rp.  2.000.000




b. Biaya Penpiriman Peserta untuk kegiatan Pendidikar dan Pelatthan
Fungsional

Substantit’ atay

No Uraian Satizan Bizva (Rp)
1 | Belanja Kursus-kursus singkat / pelatthan / Bimtek/
Workshop / Loka Karya dan scienisnya.
a. Didalam Wilaysh Kabupaien Pringsewu Uang OM Rp. 50000
Saku dan Bantvan Transport Peseta |
b. Keluar Wilayah Pringsewu [Provinsi Lampung):
1. Biasya Kontribusi O/H X
2. Usng Saku Trensport PP Peserta (sesnai O/H X
<. Keluar Wilayah Proving Lampunys
1. Biaya Kontribusi Org/Agkt X
2. Usang Saku dan Transport PP Pesenia Org/Agkt X
{sesuai Peraturan Bupati ienfang Perjalanan
Dinas})

Ker : X = sesusi dengan biaya yang ditenmkan penyelenggara.

c. Biaya Pendidikan Tugas Belajar ASN vang tidak dibiayvai Pemerintah Pusat, Pelaksana,
Penyelenpgara

No

Uraian

Satuan

Biaya

]

2

3

4

1.

Belanja Beasiswa Tugas Belajar D3

Dalam Negeri:

4 Uang Saku, Uang makan dan pondokan

b. Bantnan Tugas AkhivBuku/Referensi/Skripsi/
Wisuda

Luaa Negeri/ Double Degree

a Uang Saku, Uang makan dan pondokan

b. Bantuan Tugas AkhirBuku/Referensi/Skripsi/
Wisuda

¢. Bantuan Administrasi Ketmigrasian

Catatan:

Besaran biaya kontribusi peserta  disesuaikan

dengan tarif yang berlaku pada saat dan tesrpat

pendidikan yang menjadi mitra kegja.

OnigfAngk

Org/ Angk
Org/Angk

Org/Angk

Rp.
Rp.

900000
2.500.000

2,000,000

4.000.000

. 1.500.000

Belanja Begsiawn Tugas Belajar St

Dalam Negeri:

3. Usang Salm, Uang Makan dan Pondokan

b. Bantuan Tugas AkhirBukwReferensi/Skripsi/
Wisnda

Luar Nepen/Dvadle Degrec

a4 Uang Saku, TTang Makan dan Pomdokan

b. Bantman Tugas Akhit/Bukw/Referensi/Skripsi/
Wisuda

c. Baniuan Administrasi Keimigrasian

Catatan;

Besaran biaya konmmbusi peserta disessaikan

dengan tarif yang berfaku pada saat dan tempeat

pendidikan yang menjad: mitra kerja

OR
Org/Angk

OngtAngk
Org/Angk

Org/Angk

1.0060 .64
3.000.000

. 2.500.000
3,000,000

. 1,500,000




Catatan:

Besaran hiaya kontribusi peserta  digsespgikan
dengan tanf yang berlaku peda sast dan tempat
pendidikan yang menjadi mitra kenja.

! 2 3 4
3. | Belanja Beasiswa Tuges Belajar S2
Dalam Negeri:
3. Uang Saiu, Uang makan dan pondokan /B Rp. 1.5300.(84) .
b. Baniwan Tugas AkhirBukwReferensi/Skripsi/ |Org/Angk | Rp. 3.000.000
Wisuda
c. Banluan aya pendampingan  heaciswa OB Rp. 2.500.000
pendidikan bagi dokter umum/doker gigi unmk
melanjutkan ke dokier spesialis
Luar NegervDouble Degree :
a Uang Saku, Uang makan dan ponrdokan Omg/Angk | Rp. 3.000.000
b. Bantuan Tugas AkturBukwReferensi/Skripsi/ | Ome/Angk| Rp. 6.000.000
Wiswda : :
|
¢. Bantyan Administrasi Keimigrosian Org/Angk | Rp. 1.500.000 |

d Biaya Pendidikan Tugas Belajar bagi ASN yanp seluruh biayanys ditanggung oleh

No

Pemerintah Pysat/Pelaksana/Penvelenggara

LUratan

1.

Biaya Bantuan Uang Saky/Uang Makan Dalam
Negen

2.

Biays Bantumn Uang SakwUsng Makan Luar
Negeri

Satuan Biaya
O/B Rp. 1.000.000
OB Rp. 2.500.000

e. Biaya Pendidikan Calon Peserta Diklat Fungsional Perancang Persturan Perundang-

undangan
No Thramn | Satuan Biaya
1. | Biaya Koutribusi Peserta O/B Rp. 39.500.000
1L Belanja Barang/Jasa Pemeliharaan dan Belanja Lainnya
No Uraian Satuan Biaya Eeterangan
! 2 3 1 5
1. | Belanja Telepon /B Discsuatkan Schuruh OPD
2. | Belanja Lisuik yp | denean tagihan
rekening
3. | Biaya Air/PAM U/B
4. | Belanja Kawat/Fasimile/Internat U/B




! 2 k; 4 5
5. | Belansa Alat Tulis Karntor Untuk kegiatan
a Papu anggaran s/d 100 juta /Kegiatan Rp.  750.000 | Diklal, Bimtck,
b. Paguanggaran 1005/d300juta | Kegiaan Kp. 1.500.000 EJ;E‘E; .
¢. Pagu anggaran 300 s/d 500 juta Kegiaan Rp. 2.000.000 [ pooinpr
d. Pagu anggamn 500 juta s/d 1 miliar | /Kepiatan Rp. 2.500.000 | gejenisnya
¢. Papu anpparan diatas 1 miliar /Kegiatan Rp 3.500.000 | menyesuaikan
dengan yumlah
peserta dan
kebutuhan
6. | Belanja Dokumentasi dan Kegiatan
Promosi Pembangunan: Termasuk
a. HUT Kabupaien Pringsewu Paket  Kp 30.000.000 | kendaraan hiag
7. | Belanja Makanan dan Mimuman
2 Makan Minum Rumah Tangga
1) Bupati B Rp. 25.000.000
2) Wakil Bupati /B Ep. 20.000.000
b. Jamusn Maken {Nasi Kotak) O/Kotak Rp.  25.000
¢. Jamuan Makan VVIP (Pusat & O/Porsi  Rp 75.000
Frov)
d Jamuan Makan VIP O/Porsi Rp 50.000
€. Snack Tamu VY1 (Fosat & Prov) U/Porsi Kp. 3. (KK
. Soack Tamu VIP O/Porsi  Rp. 40.000
g Buah VVIP (Pusad & Prov) O/Porsi Rp. 50.000
h. Bush VIP OPorsi Rp.  40.060
1. Snack O/Kotak Rp. 12.0400
8. | Biaya Pemeliharaan Gedung Kantor WT Rp. 10.000.01}
Radan/Tyinss/Kantor
9. | Biaya Pemeliharaan Rumah Dinas:
A Bupati UT | Rp. 50.000.000
b. Wakil Bupari U/T | Rp. 30.000.000
¢. Sekretaris Daerah UT  : Rp. 20.000.000
10. | Biaya Pemeliharaan Pendopo U/T  Rp. 20.000.000
11 | Belanja Sewa Gedung/Kantor,
Gudang’ Tempat
2. Gedung/kantor/ruang kerja UWT Ry 30.000.000
b. Tempat Penyimpanman/Gudang T Ep. 13.000.000
12. | Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan | UZH  ; Rp.  3.000.000
Ruangan/RuangRapat/Pertermuar :
Catatan;

Scwa godung perierivas sudah renmasuk
perdlatan dmn perlengkapan pertemmam
(meja, larsi, sound syetem, dll), biaya
kebersihan dan pengamanan.




i p] E; 4 5
13. | Belanja Sewa Sarana Mohilitas Darat
n. Kendarsan Bermotor Bus Roda & TH Rp. 3.500.000 Sewn
Besar (tzrmasuk BBM dan Supir) Kendaraan
b. Kendaraan Bermotor Bus Roda 6 U/H | Rp. 2.300.000 | untuk Luar
Sedang Provinsi
¢. Kendarsan Bermotor Roda 6 Truk UH | Rp. 1.500.000 | disesusikan
d. Kendarsan Bermotor Roda 4 UH |Rp. 500,000 |dengan Harga
¢. Kendaraan Bermotor Roda 2 UH |Rp 50.000 | Real
| 14. | Biaya lomclibaraan  Kendaraan
i Dinas/Operasional pada  Sekretariat
z Daerah/Badan/Dinas/Sekwan/Ragian/
Camat dan Komisi
4. Biaya Reparasi & Penggartian
Suku Cadang:
1. Mohil Minibus {1000-1500cc) UT | Rp. 3.500.060
2. Mobil Minibus diates 1500¢c UT | Rp. 4.500.000
3. Mobil Bus %, Bus Besar, Truk U/T | Rp. 3.800.000
4. Sepeda Motor/Roda Tiga UT | Rp.  7350.000
b. Biaya Servis
1. Mobil Minibus (1000 - 1 500cc) UT |Rp 1.500.000
2. Mobil Minibus diots 1500cc uT Rp. 2.000.000
3. Mobil Bus %. Bus Besar, Truk urT Rp. 2.500.000
4. Sepeda Motor/Roda Tiga UT  |[Rp.  500.000
c. Biaya Pembelian BBM
1. Mobil Minibus/Pick up/Bus U/B | Rp. 2.000.000
2. Mobil Truk Sampah U/B  |Rp. 2.500.000
3. Mobil Pengawalan UB  |Rp. 3.000.000
4. Sepeda Muter/Roda Tiga UB |Rp.  500.000
d. Biaya Pembelian Felumas
1. Mubil Minibus (1000-1500cc) U/B | Rp. 400000
2. Mobil Minitus diatas §500cc UM |Rp.  600.000
1, Mobsil Bus, Truk U/B  |Rp.  600.000
4. Sapeda Moter/Roda Tiga U/RBR |[Rp. 50000
&. Pembelian Accu
1. Mobil Minibus, Jeep T Rp. 800.000
2. Mohil Rus, Truk WT |Rp. 1250000
3. Sepeda Moter/Roda Tiga T Rp. 200000
f. Baniuan Pembelian Ban 974 3 Rp. 3.000.000
Mobil Minibus (1000-1500cc) UT  |Rp. 4.500.000
1. Mobil Minibus diatas 1500¢¢ U/T | Rp. 6.000.000
i 2. Mobil Bus, Truk ur Rp.  300.000
3. Sepeda Motor/Roda Tiga
15. | Biaya Pemeliharagn Kendaraan Dinas

Sekretans

Fiupinan

Bupati, Wakil Bupati,
Dacrali  Kabupmten  dun
DPRDY




i 2 3 ! 4
a. Bupati /Wakil Bupati :
1. Biaya Reparasi dan Penggantian WT - Rp. 30.000.000
suku cadang
2. Biaya Service u/T Rp. 15.000.000
3. Biaya Pembelian BBM/ Premix U/B Rp. 5.500.000
4. Biaya Pembelian Pelumnas U/B . Rp. 1.500.000
5. Pembelian Accu UT  Rp. 1.500.000
6. Pembelizn Ban UT Rp. 5.000.000
b. Sekretans Daerah
1. Biaya Reparasi dan Penggantian :
suku cadang U/T | Rp. 25.000.000
2. Diaya Service T Rp. 10.000.000
3. Biayz Pembelizn BBM/Premix UWB | Rp 5006000
4. Biaya Pembelian Pelumas /R | Rp 1.500.000
5. Pembelian Accu Ut Rp. 1.500.000
6. Pembelian Ban UT Rp. 9.000.000
¢. DPRD (Mobil Ketua/Wakil Ketua)
1. Biaya R idan Pen jan
sukf; “;f:? sgd /T | Rp. 25.000.000
2. Biays Service T Rp. 10.600.000
3. Biayz Pembelian BEM/ Premix U/B | Rp. 3.000.000
4. Biaya Pembelian Pelumas UB Rp. 1.500.000
5. Pembelian Accu WT | Rp. 1.500.000
4. Pembelizn Ban T Rp. 9.000.000
16, | Belanga Jasa Kir Kendaraan Dinas/ T Rp. 250000
Operasional
17 | Belanjga  Sumat Tanda  Nomor
Kendaraan (STNK):
2. Kendaraan Dinas Bupati dan Wakil
Bupeati
1. Kendaraan Dinas Bupati uT | Rp 2.500.000
2. Kendaragn Dinas Wakil Bupati wT | Rp 2.500.000
b. Kendaraan Dinss/Operasional
1. Kendaraan roda 6 T Rp. 2.500.000
2. Kendarasn roda 4 T Rp. 2.000.000
3. Kendarazn roda 3 T Rp. 250,000
4. Kendarasn roda 2 WT |Rp. 200.000
18. | Belanja Sewa Alat Berat
a. Belanja Sewa Hskavator LifJ Rp. 500.000
b. Belanja Scwa Buldoser U |Rp. 500.000
19 ; Biaya Asuransi Kendaraan Dinas WT Rp. 6.000.000
Roda Empat
20. | Belanja Sewa Meja dan Kursi
3. Sewa Meja (Penerima Tamu) U/K Rp. 60,000




[ I 2 3 4 5
| b. Sews Kursi Lipat (Lipat Standar) WK |Ryp. 5,000
| c. SewaMejaKumi(SovaKelasVIP) | WK [Rp.  50.000
i d. Scwa Sarung Kursi WK | Ry. 4.000
| e SewaMsja VIP WK |Rp. 135000
2L | Belanja Sewa Generator
2. Sewa Gensot Kelouatan 10000
Watt (Silen) U/H |Rp. 2.500.000
b. Sews Gensct Kekuatan 10.000
Watt (Biasa) L¥H Hp 1000000
22. | Belanja Sewn Tenda/Tarwb/Panggung | U/K  |Rp.  200.000
Sewa Tenda
23, | Belanja  Sewa  Pakaian  Adat/
Tradigionsl
Sewa Pakainn Adat/ Tradisional
(Sudah termasuk Ongkos Make Tp) | ocorer | Rp. 400.000
. 24, | Belanja Sewa Perlengkapan/Dekorast
i a. Sewn Panpgpung ukuran 12m x 10m | Set/Kgt | Rp.  7.500.000
i Panggung
b. Sewa Lighting {Tata Cahava) Set/Kgt | Rp. 6.000.000
| Lighting
¢. Sewa Sound Systern {Tata Suara)
1. Sotnd System Kekuatan 5000 w | Set/Kpt | Rp. 2.500.000
2. Sound System Kekuatan Set/Kgt | Rp. 5.000.000
10, 0w
2. Bowrsd Syatem Kokuatan 20.000w| Sct/Kgt | Rp. 10.000. 000
4. Sotmd System Kekuatan 30.000w| Set/Kat | Rp. 15.000.000
d Sewa Karpet Ukuran6m x 8 m Mgt | Rp. 20,000
e. Sewa Dekorasi Taman Dekorasi Set/Ket | Rp. 3.000.000
Taman
23, | Belanja Pakatan Dinas dan Atnbuinya
1. Belanpa Pakaian [hnas Hanan
(PDID Bupati, Wakil Dupati,
Sekda/DPRD dan ASN
1. Pakeian Dines Bupeti/Wakil fstel | Rp. 1.750.000
Bupah
2. Pakaian Dinas DPRD, Sekda fstel Rp. 1600000
3. Eselon 1 feiel Rp. 1000000
4. Esclon III fstel Rp. 750,000
5. Eselon TV dan Staf Jstel Rp.  500.000
6. Staf Pakaian Pol PP dan fstel Rp.  500.000
Pemadam Kebakaran
7. Paksian Khusus Protokol fstel Rp.  500.000




Y 2 3 4 5

b. Belanja Pakaian Sipil Harian

(PSH)

. PSH Bupat/Wakil Bupati fstel Rp. 3.000.000

2. PSH DPRD, Sckda fstel Rp. 2.500.000
c. Belanga Pakaian Sipill Lengkap

(P3L)

1. PSL Bupati/Wakii Bupati /el |Rp. 3.750.000

2. PSL DPRD, Sekda fstel Rp. 3.500.000
d. Belanja Pzkaian Dinas Upacara

(PDU)

PDU Bupati/Wakil Bupati sl | Rp. 37500000
¢. Belanja Pakaian Sipil Resmt (PSR)

1. PSR Bupati, Wakil Bugati fetel | Rp. 3.500.000

2, PSR DPRD, Sekda fstel Rp. 3.000.004)
f. Belanja Pakaian Adat

1. Bupati/Wakil Bupati fstel Rp. 3.000.000

2. DPRD, S5ckda fsiel] Rp. 3.000.000

26. | Belanja Pakaian Hari-han/Khusus
(Batik Kegiatan MTQ, HUT

Kabupaten, dan HU'T Provinsi)

4. Bupati’Wakil Bupat, Ketva DPRD fstel Rp. 1.000.000 | piberlakukan

b. Anggota DFRD, Sekda stel | Rp.  750.000 | hanya dalam 3
¢. Asgizten dan Eselon 11 fetel Rp.  500.000 | (tiga) kegiatan
d. Eselon I /stel Rp. 400.000 | tarseban

e. Eselon I'V dan Staf fstel Rp.  300.004)

27. | Hoporarium Peserta Kegiatan dan

Biaya Transporttonsumsi dan uang

saku bagi Asggom Masyarakat,

Kelompok Tame, (JKF, (Ormas dan

Siswa yang ditmjuk melaksanakan

kegiatan

a. Didalam Wilayah Kabupaten O/H Rp. 50000
Pringsewu

b. Keluar Wilavah Kabupaten O/H Rp. 150.000
Pringsewy dalam Provinsi
Lampung

c. Keluar Wilayah Kahl.patcn O Rp. 250.000
Pringsewn leﬂmm

—— Lo i

BUPATI PRINGSEWLU,
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